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ten tang 
Republik 

Lembaran 

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor ,5494); 

Menimbang 
BUPATI KENDAL, 

a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kinerja dan 
efektifitas pelaksanaan urusan yang menjadi 
kewenangan Pernerintah Daerah Kabupaten Kendal 
dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupateri 
Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah 
Kabupateri Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian 
kelembagaan Perangkat Daerah pelaksana urusan 
pernerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan 
transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun l 9b5 
tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA 
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN KENDAL 

TENTANG 

BUPATI KENDAL 
PROVINSI .JAWA 'TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 101 TAHUN 2021 

SALINAN 



menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. 

sesuai 
untuk 

cl. menelaah clan mengkaji peraturan perundang-undangan 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 
melaksanakan kegiatan; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan Dan Produktivitas 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang te lah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanj ut: 

v. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

3.2. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan periritah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
efektif clan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal rnaupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

produktivitas 
perundang- 

menyiapkan kegiatan pembinaan teknis pengukuran 
kerja bagi pelaku produksi se suai peraturan 
undangan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kelernbagaan, Pelatihan 
Dan Produktivitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

s. 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Pelatihan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan 
agar mampu berkembang dan menyelenggarakan pelatihan yang 
berkualitas; 

p. mengoordinasikan clan memfasilitasi kegiatan pernagangan tenaga 
kerja yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta guna 
meningkatkan produktivitas dan keahlian kerja sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

q. menyiapkan kegiatan peningkatan dan pengembangan Lembaga 
Produktivitas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

r. menyiapkan sumber daya manusia, bahan, sarana dan prasarana, 
data, teknik dan metode pelatihan peningkatan produktivitas da n 
pengukuran produktivitas se suai perundang-undangan yang 
berlaku; 
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menyiapkan rencana, pengelolaan data , inforrnasi dan 
pengembangan sistem inforrnatika dalam pe nyusunan 
perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; 

t. 

Pra 
yang 

s. melaksanakan fasilitasi clan pelayanan Orientasi 
peemberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan 
berlaku; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, 
penempatan serta penyaluran tenaga kerja sesua: dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. meneliti dan memverifikasi dokumen Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI), penandatanganan perjanjian penempatan tenaga 
kerja Indonesia dan rekomendasi pembuatan paspor sesuai 
peraturan perundang undangan; 

h. rnenyiapkan bahan, sarana dan prasarana penyuluhan calon 
tenaga kerja serta pelayanan terhadap pencari kerja sesuai 
perudnang-undangan; 

i. melaksanakan pengawasan , pengendalian , penyediaan sumber 
daya perizinan secara terintegrasi dan rekomendasi rekruitrnen 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bagi Lembaga Penempatan 
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sesuai peraturan perundang 
undangan; 

J. menyiapkan bahan clan melaksanakan pembinaan dalarn rangka 
perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) baik dalam 
maupun luar negeri se suai dengan perundang-undangan; 

k. menyiapkan bahan rekomendaasi pelaksanaan bursa kerja yang 
dilaksanakan pemerintah maupun swasta serta memberikan 
pelayanan lnformasi Pasar Kerja (IPK) perusahaan, job fair /bursa 
kerja kepada pencari kerja; 

1. melaksanakan fasilitasi pe1ayanan Layanan Terpadu pada Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi terhadap 
substansi perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia 
ke luar negeri skala Daerah; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pernbinaan dan 
pemantauan penempatan tenaga kerja An tar Kerja Lokal (AKL), 
Antar Kerja Antar Daerah (AK.AD) dan Antar Kerja Antar Negara 
(AKAN); 

o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA 
yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah; 

p. melaksanakan pernantauan, pendataan dan pelaporan data 
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah 
Dae rah; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin 
pendirian lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah 
Menengah Atas/Kejuruan maupun Perguruan Tinggi dan 
rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja 
swa.sta di wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

r. melaksanakan koordinasi clan monitoring penernpatan tenaga 
kerja yang di]akukan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK); 
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3.3. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transrnigrasi 
mem punyai tug as : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksariaan tugas 
efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmoriisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui 
program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan 
pembinaan tenaga kerja mandiri, padat karya, penerapan 
teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela dan 
atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan 
kesempatan kerja; 

g. memfasilitasi pelaksanaan program Wira Usaha Baru melalui 
kegiatan pendampingan, pelatihan kewirausahaan , konsultasi, 
bimbingan teknis, penyediaan data atau informasi clan 
melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkaan Kapasitas pada 
wirausaha yang tidak berkernbang; 

u. melaksanakan penyediaan data, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan dalam penyusunan perencanaan tenaga 
kerja makro dan mikro; 

v. menyiapkan bahan clan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

w. melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari ha! 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 
Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 teruang 
perluasan Kotamadya Oaerah Tingkat II semarnng 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 C)7f> 
Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Len Lang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I ndcncsia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 2 tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Pera tu ran Pcrner intah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkai Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20llJ te ntarig 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6:122); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 202 I teruang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi kc .Jabaian 
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nornor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pernerintah Untuk Penyederhanaan Birok rasi (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546}; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tah un 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pernerintahan Daerah Kabupatcn Kendal 
(Lem baran daerah Kabupaten Kendal Tah un 20 16 
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkai 
Daerah Kabupaten Kendal Lernbaran Dacrah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. I, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

159) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
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3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kendal. 

5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnva 
disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dc:1.11 Tenaga 
Kerja Kabupaten Kendal. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di seb ut PNS 
adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jaba tan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpilan tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejurnlah tcnaga 
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahliannya. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak sud derigan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

BAB 1 

KETENTUAN UM UM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN: 

dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kcdua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perarigkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nornor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219). 

' ·' 

Menetapkan 



Bagian Ketiga 
Fungsi 
Pasal4 

Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, teriaga 

kerja dan transmigrasi; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; 
c. pernbinaan, pe ngawasan, dan pengendalian kebijakan 

di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga 
kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan 
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Bagian Kedua 

Tu gas 
Pasal 3 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan 
transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasa12 

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diber ikan tugas 
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/ 
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki seriiori tas 
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi 
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daer ah untuk 
diberikan tugas membantu Sekretaris/Kepala 
Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerjanya 
dalam menyusun perencanaan, pelaksauaan dc:1.11 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya. 

-I 
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BAB IV 

RINCIAN TUGAS 

Bagi an Kesa tu 

Kepala Dinas 
Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( 1) huruf a 
mempunyai rincian tugas : 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan rnaupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal gunc1 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan perner in tahan 
bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi di 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perindustrian; 

d. Bidang Hubungan Industrial; 
e. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
g. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang 
perindustrian, tenaga kerja dan transrnigrasi; dan 

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
Bupati di bidang perindustrian, teriaga kerja dan 
transmigrasi. 



g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, da n 
inovasi di bidang perindustrian, tenaga kerja dan 
transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; 

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian, 
tenaga kerja dan transmigrasi agar diperoleh hasil yang 
optimal; 

i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di 
bidang perindustrian, tenaga kerja dan transrnigrasi 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

J. menyelenggarakan pembinaan teknis dan adrninistratif 
di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

k. menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian, 
tenaga kerja dan transmigrasi sesuai program dan 
kebijakan yang telah ditetapkan; 

1. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan 
sis tern pertukaran inforrnasi dengan instansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota yang rneriangani perindustrian, tenaga 
kerja dan transmigrasi sesuai dengan perat.ura n 
perundang- undangan; 

m. menandatangani dan menerbitkan perizinan da n 
nonpenzman berdasarkan pendelegasian wewenang 
yang diberikan oleh Bupati sesuai pe rat ura n 
perundang-undangan; 

n. memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang 
perindustrian, tenaga kerja dan transrnigrasi dan 
merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap 
pengaduan yang diajukan; 

o. mengelola dan mengembangkan sistern informasi dan 
data di bidang perindustrian, tenaga kerja dan 
transmigrasi agar diperoleh efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan kegiatan; 

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas de-ngan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan 
kebijakan tindak lanjut; 

Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan 
transmigrasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pernbinaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, tenaga 
kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang 
undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang 
telah ditetapkan; 

6 
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d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan ke sekre-tariatan: 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiaian 

kesekretariatan; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang dibcrikan 

oleh Kepala Dinas. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekret.aris Dinas 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan 

Sekretariat berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

pengendalian dan 

kegiatan pelaksanaan dan b. pengoordinasian 
kesekretariatan; 

c. pernbinaan, pengawasan, 
kegiatan kesekretariatan; 

bidarig di teknis a. perumusan kebijakan 
kesekretariatan; 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

( 1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas dalam perumusan kebijakan tekn is, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di 
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan. um urn, 
kepegawaian , dan keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi : 

q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

r. mengevaluasi dan menilai pre sta si kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien: 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabata n dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harrnoriisa si 
pelaksanaan tugas; 

e. menclaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiat an; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Drnas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem inforrnasi, 
keuangan, administrasi umum, kepegawaian da n 
fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Dinns; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokurncn 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran 
yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Indikator Kinerja Utarna (IKU), Perjanjian Kincrja 
(PK) dan jenis dokumen perencanaan lain nya se sua: 
dengan ketentuan yang berlaku; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan korisep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (Ll<PJ). 
Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKjl P), 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 
Sistem Pengendalian Intern Pernerintuh (SPIP), 
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan keteruuan yang 
berlaku; 

J. mengelola sistem informasi clan data Dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
efektivitas dan cfisiensi pelaksanaan kegiaian: 

k. menyelenggarakan pelayanan adrninlstrasi urn urn , 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, 
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 
dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pcnga 
manan kantor, kebersihan dan pertamanan. 
pengelolaan aset tetap dan asct tidak tc-tap, serta 
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan 
tamu Dinas; 
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Pasal 9 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Ke pegawaian 

sebagiarnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l) huruf a, 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Dirias scsuai derigan 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis 
jabatan, analisis be ban kerja, evaluasi jabatan, 
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat , standar 
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan 
pegawai Dinas; 

n. melaksanakan pernbinaan, pengawasan, dan 
pengendalian fungsi-Iungsi manajemen adrninistrasi 
perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

o. melaksanakan pernantauan dan evaluasi 
peJaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara 
rnengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
Ian jut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan 
kebijakan berikutnya; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan la near 
dan optimal serta untuk m.-nghindari 
penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpm an 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 8 
( 1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Koordinator Percncanaan dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a, dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Baaian vang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
huruf b, bertanggung j awa b kepada Kepala Dinas 
melalui Sekretaris. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas sebagairnana tercantum dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pcngendalian, 
pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 
administrasi umum, ketatalaksanaan, kc-hurnasan , 
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, 
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan 
analisis ja batan dan budaya kerja. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl 
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Urn urn da n 
Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian bcrdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfcktif dan efisicn: 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkaiL baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan , sorta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kcgia ian: 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk ieknis. 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, ke h urna san , 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 
pengelolaan aset tetap clan aset tidak terap: 

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
perigusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

1. merencanakan, memproses dan rnclaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas 
serta rnengusulkan penghapusan aset ictap, asct 
tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang 
persediaan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

J. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengaclaan dan 
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q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kcbijakan tindak 
lanjut; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiatan pengamanan kantor, 
pertarnanan agar tercipta 

yang tertib, bersih, aman dan 

mengoordinasikan 
ke bersihan, clan 
lingkungan kantor 
nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian; 

o. 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk 
tertib administrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset 
tidak tetap agar dapat digunakan optimal; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 
memelihara file/ dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi 
kepegawaian; 

m. menyiapkari bahan clan memproses usulan 
kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pernbuatan kartu 
suami/ isteri, tabungan asuransi pen srun (taspen), 
pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan 
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan 
kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler 
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan 
kunjungan tamu Dinas; 
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f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang dibe rika n 
oleh Kepala Din as di bidang perindustrian. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Perindustrian mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Perindustrian berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang- undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatari dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan ma upuri tert.u lis guna kelaricaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sin kronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tu gas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai Lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiat.an: 

kegiatan pelaksanaan dan b. pengoordinasian 
perindustrian; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
kegiatan perindustrian; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan perindustrian; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

perindustrian; dan 

Bagian Ketiga 

Bidang Perindustrian 
Pasal 10 

(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perurnusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
perindustrian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
perindustrian; 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan sumber daya industri, sarana dan 
prasarana industri serta pengawasan dan 
pengendalian industri; 

g. mengkaji dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi 
tepat guna oleh pelaku usaha; 

h. mengoordinasikan sosialisasi, pcngawusan dan 
evaluasi terhadap implementasi perat.uran 
perundang-undangan di bidang perindusuian: 

1. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan 
pembangunan sumber daya industri, sarana 
prasarana dan pemberdayaan industri serta 
pengawasan dan pengendalian industri; 

j. mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan rencana pem bangunan 
sumber daya industri; 

k. mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan 
sarana dan prasarana industri; 

1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan rencana pem berdayaan 
industri dan peran serta masyarakat; 

m. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi pcmenuhan 
komitmen perolehan Izin Usaha Industri (JUI) 
kewenangan Daerah, dalam sistem pelayanan 
perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 

n. mengarahkan pelaksanaan penyediaan informasi 
industri terkait perizinan berusaha yang 
mereupakan kewenangan Daerah; 

o. mengarahkan pelaksanaan koordinusi dan 
sinkronisasi dalam rangka pengarnanan dan 
penyelamatan industri; 

p. mengarahkan pelaksariaan desimi nasi.publikasi 
data informasi industri Daerah dan promosi 
industri; 

q. melaksanakan pernan tauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahari 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pr ningka tan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 



Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Bidang Perindustrian sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayat ( 1) huruf c, terdiri atas kelompok 
jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub 
koordinator. 

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l ). 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya 

Industri; 
b. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan 

Pemberdayaan Industri; dan 
c. Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pcngawasan 

dan Pengendalian Industri. 
(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala 
Bidang Perindustrian. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayai (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Bidang Hubungan Industrial 

Pasal 12 
(1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

{2) Kepala Bidang Hubungan Industrial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mernpunyui t ugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian. 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
hubungan industrial. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial mempunyai 
fungsi: 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang hubungan 

industrial; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kcgiatan di 

bidang huburigan industrial; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

kegiatan di bidang hubungan industrial; 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serca untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
sesuai dcngan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
hubungan industrial; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan di 
bidang hubungan industrial; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas di bidang hubungan industrial. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang 
Hubungan Industrial mernpunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbelurnnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabat.an d an 
kornpeterisinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancarun 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik verikal maupun hor izo n tul 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmoriisasi 
pelaksanaan kegiatan; 

e. menclaah dan mengkaji peraturan 
perundang undangan sesuai lingkup tugasnya 
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, 
kelembagaan dan penyelesaian pcrselisihan 
hubungan industrial; 

g. membina dan mengarahkan pelaksariaan kegiatan 
operasional di bidang persyaratan kerja, 
kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan dan 
penyelesaian persclisihan hubungan industrial agar 
dapat berjalan optimal; 

h. mengoordinasikan dan mengatur kegiatan 
operasional di bi dang persyaratan kerja , 
kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan dan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar 
terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas; 

1. mengawasi dan mengendalikan pclaksanaan 
kegiatan di bidang persyaratan kerja, kesejahreraart 
tenaga kerja, kelembagaan dan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial agar kcgiatun 
berjalan lancar sesuai dengan target kinerja yang 
ditetapkan; 

15 



Pasal 13 
(1) Susunan Organisasi Bidang Hubungan Industrial 

sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri 
atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas dua 
sub koordinator. 

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan 

Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan 
b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perselisihan 

Hubungan Industrial. 
(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 'ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kcpala 
Bidang Hubungan Industrial. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisabkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

J. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan deteksi 
dini terhadap poten si terjadinya perselisihan 
hubungan industrial di perusahaan sebagai langkah 
antisipasi serta dalarn penyiapan solusi 
penyelesaian masalah ketenagakerjaan; 

k. menyiapkan rekomendasi perizman operasional 
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Industrial 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka perungkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas clan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Bagian Keempat 
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 

Tran sm igrasi 
Pasal 14 

(1) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf e d ipirnpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada 
Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcmpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengeridalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang pelatihan, penernpatan 
tenaga kerja dan transmigrasi. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Pclatihan, Pcnernpatan Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi mempunyai Iungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, 

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pelatihan, penempatan tenaga Kerja dan 
transmigrasi; 

c. pembinaan, pengawasan, dan peugendalian 
kegiatan di bidang pelatihan, penernpatan tenaga 
Kerja dan transmigrasi; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
pelatihan, penempatan tenaga kerja dan 
transm igrasi; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan di 
bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan 
transmigrasi; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan, pcnernpatan 
tenaga kerja dan transmigrasi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan Iungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Pelatihan, Penernpatan Tenaga Kerja dan 
Transimigrasi berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatun iahun 
sebelumnya sesuai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 
perrriasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien: 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta membcrikan arahan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tu gas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam 
rangka sinkronisasi clan harmonisasi pelaksanaan 
kegiatan; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kcpala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
kelembagaan, pelatihan, produktivitas, pcmagangan 
dan penempatan tenaga kerja serta perluasan 
kesempatan kerja dan Lransmigrasi ; 

g. membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 
operasional di bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga 
Kerja dan Transimigrasi; 

h. mengoordinasikan dan mengatur kegiatan 
operasional di bidang kelernbagaan , pelatihan, 
produ ktivitas, pemagangan, penernpatan tenaga 
kerja, perluasan kerja serta transmigrasi agar 
terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas; 

1. mengawasi dan mengendalikan pelaksariaan 
kegiatan di bidang kelembagaan, pelatihan , 
produktivitas, pemagangan, pencrnpatan tenaga 
kerja, perluasan kerja serta transmigrasi agar 
kegiatan berjalan lancar sesuai dengan target 
kinerja yang ditetapkan; 

J. menyiapkan rekomendasi perizinan lembaga 
pelatihan kerja dan pendirian lembaga bursa kerja 
skala Daerah sesuai dengan peraturan pcruridarig 
undangan; 

k. mengoordinasikan penyiapan akreditasi Lembaga 
Pelatihan Kerja sesuai peraturan pcrundang 
undangan; 

1. mengoordinasikan penyiapan bahan pcnyusurian 
kurikulum pela tihan tenaga kerja sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan penyiapan st andarisasi 
kompetensi dan pelatihan kerja, instruktur, tcnaga 
pelatihan, pemagangan dan produktivitas sesuai 
perundang-undangan; 

n. mengoordinasikan pengukuran produktiviias tingkat 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

o. mengoordinasikan dan memfasilitasi pernberian 
konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil 
guna meningkatkan produktivitas; 
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Pasal 16 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempu nvai 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

( 1) Susunan Organisasi Bidang Pelatihan, Penernpatan 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud 
pasal 5 ayat ( l) huruf e, terdiri atas kelornpok jabatan 
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator. 

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Kelernbagaan , Pclatihan clan 

Produktivitas; 
b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja; dan 
c. Sub Koordinator Perluasan Kesernpatan Kerja dan 

Transmigrasi. 
(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala 
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

{4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah kan 
dari Peraturan Bupati ini. 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatihan. 
Penempatan Tenaga Kerja dan Transimigrasi dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan clan kebijakan 
tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkaran 
karir, pemberian penghargaan clan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada 
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

( l) 



berkelompok 
( 1) dengan 

secara 
ayat 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas 
sebagaimana dimaksud pada 
membentuk Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari Jabatan F'ungsional sejenis atau berbagai 
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkai 
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Dae rah. 

Pasal 18 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan iugasnva 
secara individu dan/ a tau berkelompok. 

Pasal 17 
( 1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(2) SeJain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapai 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bekerja 
secara individu dan/ a tau tim kerja. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat F'ungsional 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada kcahlian dan 
keterampilan tertentu sesuai peraturan pcrundang 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 
Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang yang merniliki 
keterkaitan dengan pelaksariaan fungsi dan tugas 
Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
Pejabat Fungsional jenjang keLerampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Pungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditenLukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 21 
(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordin ator 

untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 

oleh pimpman unit 
wajib diolah dan 
untuk penyusunan 

memberikan petunjuk 

(7) Setiap laporan yang diterima 
organisasi dari ba wahannya 
dipergunakan sebagai bahan 
laporan lebih lanjut serta untuk 
kepada bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, seuap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal 20 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 

berpedoman pada ketenluan peraturan pcrundang 
undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok jabatan fungsional waj i b 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masiug-rnasing 
maupun antar satuan organisasi di Jingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lain di luar 
pemerintah daerah sesuai dengan tugas rnasinz 
masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagairnana 
dimaksud pada ayat {3) terjadi pcnyirnpangan, 
pimpinan unit organisasi mengam bi) langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bcrtanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan ma sing 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib meruzikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyiapkan 1aporan 
berkala tepat pada waktunya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 19 
( 1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan f ungsi dan 

tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
organisasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk 
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan / a tau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 
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BAB Vlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25 
(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang 

ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi yang 
bersangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Din as. 

Pasal 24 
(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis 
jabatan clan analisis beban kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jeriis jabatan 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioriras 
kebutuhan. 

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
diangkat dan cliberhentikan oleh Pejabat yang berweriang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

susunan 
peraturan 

kepangkatan serta 
sesuai keterituan 

Jenjang jabatan dan 
kepegawaian diatur 
perundang-undangan. 

Pasal22 

BAB VII 
KEPEGA WAIAN 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris 
dan Kepala Bidang dalam menyusun pcrencanan, 
pelaksanaan dan pengendalian, pcrnantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas clan fungsinya. 
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(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dae rah 
(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas. 

(4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 30 

Pasal29 
(1) Sub Koordinator mernpunyai tugas mernbaruu 

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pernantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas clan fungsi 
unit kerjanya masing-rnasing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelornpok 
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan Iungsinva. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melak ukan 
penilaian kinerja lerhadap pelaksanaan tugas Pejabat 
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 
Pembcrhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal 26 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala 

Dinas menunjuk Sub Koordinalor yang diutamakan 
berasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam ha! di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat 
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator bcrda.sarknn 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub 
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, 
maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Sekretaris 
Daerah melalui perangkat daerah yang menangani 
kepegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Daerah. 

Pasal27 
Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disamping memperhatikan 
kesesuaian bidang tugas dan f ungsinya juga 
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian 
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalarnan 
penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan 
obyektif lainnya. 
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b. Pejabat Struktural yang ada tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dilakukan pelantikan Pejabat 
Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

c. Pelaksana di bawah Pejabat F'ungsional yang dii.unjuk 
sebagai Sub Koordinator, tetap melaksanakan tugasnya 
di bawah Pejabat Fungsional tersebut sampai dilakukan 
pelantikan yang bersangkutan sebagai Pajabat 
Fungsional; dan 

d. Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas tetap 
melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas 
yang bersangkutan sampai dilantiknya Pejabai Pengawas 
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETE~TUAN PENUTUP 

Pasal32 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 

a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Kendal (Serita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 72); 

b. ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 
terkait bidang perindustrian sebagaimana diatur dalarn 
Peraruran Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Furigsi. 
serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, 
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal (Berita 
Dacrah Kabupaten Kendal T'ahun 2021 Nomor 74); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : 
a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Sub 

Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, Kopcrasi, 
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dilakukan penunjukan 
Sub Koordinator kembali berdasarkan Peraturan Bupati 
ini; 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 



SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 102 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 
MOH TOHA 

Diundangkan di Kendal 
pad a tanggal 31 Desem ber '2021 

BUPATI KENDAL, 

Cap Ltd 

DICO M GANINDUTO 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 31 Desember 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacla tungg,ll 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnerncrintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kendal. 

Pasal 33 
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subbagian dan UPTD; 

1. Sekretariat 
1. 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rcncana dan program kegiatan Sub Koordinator 
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnva sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan 
program kegiatan dari masing-rnasing seksi, subbagian dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan vang 
berlaku guna menghindari kesalahan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta 
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Dacrah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utarna (IKU), Perjanjian 
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

1. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Su bbagian 
Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan 
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-rnasing 
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tugas: 

J. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

k. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi 
pelaksanaan kegiatan dari rnasing-rnasing subbagian, seksi clan 
UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Perigendalian 
Operasional Kegiatan (POK); 

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja In stan si 
Pemerintah (LKjlP), Evaluasi Kincrja Pembangunan Daerah 
(EKPD). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan keten tuan yang berlaku; 

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan 
pemberian bimbingan di bi dang sistern inf ormasi dinas; 

n. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam 
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pernbukuan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 

o. menghimpun clan memproses usulan pencairan anggaran baik di 
lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD scsuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku; 

p. menyiapkan bahan dan rnengoordinasikan proses administrasi 
keuangan melalui aplikasi sistern inforrnasi untuk pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

q. menyiapkan bahan pernbinaan, sosialisa si, dan bimbingan teknis 
di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan 
beridahara di lingkungan Dinas; 

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran 
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi 
belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

s. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna 
menghindari kesalahan serta memberikan koreksi 
penyem purnaan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggurigjawaban 
keuangan Dinas sena jenis pelaporan keuangan lainnya; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; clan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2. Bidang Perindustrian 
2.1. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri mernpunyai 



a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 
Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapaLkan inforrnasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnorrisa si 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan se suai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegia tan; 

e. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana 
pernbangunan sumber daya industri; 

g. menyiapkan bahan kajian industri untuk industri unggulan 
daerah; 

h. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
industri unggulan daerah dan; 

1. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas 
dan inovasi untuk industri unggulan daerah; 

J. rnelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 
perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama 
bidang industri; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya 
industri dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas 
industri; 

l. mclaksanakan sosialisasi, seminar, pembinaan dan mcrnfaeilitasi 
kebutuhan pembangunan sumber daya industri; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP} kegiatan Sub Koordinator Pembangunan Sumber 
Daya Industri untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri dengan cam 
mengukur pencapaian program kcrja yang telah dis usun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabiliLas clan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
la near serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 



2.2. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan lndustri 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordina tor Sararia 

Prasarana dan Pemberdayaan Industri berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan iugas 
berjalan ef ektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkai L 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan se suai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegia tan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan pembangunan dan pemberdayaan industri 
kecil, menengah, besar unggulan daerah; 

g. menyiapkan bahan Iasilitasi pengembangan wilayah pusat 
pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur 
penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah; 

h. melaksanakan pernbinaan industri hijau untuk industri unggulan 
daerah; 

1. melaksanakan promosi industri yang menjadi kewenangan daerah; 
J. melaksanakan pengembangan sentra industri Kabupaten; 
k. menyiapkan bahan kajian dan perencanaan upaya pcningkatan 

dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasionat 
Prosedur (SOP) kcgiatan Sub Koordiriator Sarana Prasarana dan 
Pemberdayaan Industri demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

m. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanj ut; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pclaksanaan 
kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrjalau 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2.3. Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengawasan dan Pengendalian 
Industri mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordiriator 

Pengelolaan Data, Pcngawasan dan Pengendalian Industri 

~ 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksariaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan ses uai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam 
rangka pengamanan dan penyelamatan industri; 

g. melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap industri di 
lapangan serta menciptakan iklim usaha industry; 

h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konsultasi 
tentang lebeling, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pangan 
Industri Rumah Tangga (P-IRT), Sertifikasi Halal, penyusunan 
profil industri, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), 
dan Sistem Informasi lndustri (SIINAS); 

1. melaksanakan fasilitasi bidang perindustrian terkait perolehan 
perizinan berusaha sesuai kewenangan daerah, dalam sistem 
pelayanan perizinan berusaha, terintegrasi secara elektronik; 

j. mengarahkan pelaksanaan desiminasi dan publikasi data 
informasi industri Daerah; 

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap 
kegiatan industri sesuai peraturan perundang-undangan: 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan implernen tasi 
perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai peraturan 
perundang-undangan di bidang industri berkoordiriasi dengan 
unit kerja yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu; 

m. rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang 
menggunakan/tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia 
(SNI); 

n. menyusun profil industri dan Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten (RPIK); 

o. menyiapkan dan mentabulasikan data Sistem lnformasi di bidang 
perindustrian serta pendataan bidang industri kecil, menengah, 
dan besar; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Perigelolaan Darn, 
Pengendalian dan Pengawasan demi perbaikan kualitas pelayanan 
publik; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengendalian dan Pengawasan 

If 
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2.1. Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 
mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordiriator 
Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja be rda sarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan se suai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, norma kerja dan 
norma jaminan sosial tenaga kerja guna mendukung kelaricaran 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi permohonan pengesahan 
Peraturan Perusahaan (PP) sesuai peraturan perundang 
undangan; 

g. melaksanakan fasilitasi permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. melaksanaan penyelenggaraan pendataan perusahaan di Daerah 
sebagai data lnformasi Sarana Hubungan Industrial; 

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 
parameter guna mengetahui kebutuhan hidup layak minimal yang 
harus dicukupi oleh pekerja untuk hidup layak; 

J. menyiapkan bahan pengusulan penetapan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) scsuai peraturan perundang-undangan; 

3. Bidang Hubungan Industrial 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja > ang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
Iisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

'') .i.; 



k. melaksanakan sosialisasi dan monitoring Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) kepada pckerja dan pengusaha sesuai peraturan 
perundang-undangan agar kebijakan UMK dapat diketahui 
masyarakat dan diterapkan oleh perusahaan atau pernberi kerja; 

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan monitoring 
kepatuhan kepesertaan Jamin an Penyelenggara Sosial 
Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai peraturan perundang 
undangan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di perusahaan 
perusahaan skala Daerah mengenai persyaratan kerja dan 
penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

n. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap operasional 
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang berdomisili di 
Daerah sesuai dengan peraturan perundarig-undangun dalam 
rangka fasilitasi pencatatan/ pendaftaran izin operasional 
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; 

o. mclaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan monitoring 
terkait dengan penerapan struktur skala upah di perusahaan 
perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan 
Kesejahteraan Tenaga Kerja untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kcsejahteraan Tcriagu 
Kerja dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pclaksanaan 
kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun iertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2.2. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
berdasarkan peraturan perundang-undangan ctan hasrl evatua si 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanuan tugas 
efektif dan efisien; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 
ma up'un tertulis guria kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi , 
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masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuat 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan pe tunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan clan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan clan melaksanakan pembinaan kepada pekerja, 
pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan 
Lembaga Kerjasama Biparlit dalam rangka detek si dini 
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
sesuai dengan peraturan undang-undangan sebagai langkah 
antisipasi serta dalam penyiapan solusi penyelcsaian masalah 
ketenagakerj aan; 

h. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS 
Tripartit) dan Porseni Tripartit; 

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan, pendataan, 
verifikasi dan rekapitulasi serta pembinaan organisasi pekerja, 
organisasi pengusaha dan LKS Bipartit skala Daeruh se suai 
ketentuan yang berlaku; 

J. memfasilitasi dan melaksanakan mediasi penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada 
atasan; 

k. memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus yang menimpa CTKI/TKI 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat 
terselesaikan dengan baik dan benar; 

I. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian pcrselisihan 
hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan 
guna terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kelembagaan dan 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk pcningkatan 
kualitas pelayanan publik; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Pcrselisihan 
Hubungan Industrial dengan cara mcngukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan Lransparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisun 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

4. Bidarig Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
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3.1. Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Kelembagaan, Pelatihan Dan Produktivitas berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tah un 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksariaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja, 
pelatihan transrnigran, dan pembinaan lembaga pelatihan 
termasuk balai latihan kerja luar negeri sebagai bahan 
penyempurnaan program dan kegiatan selanjutnya; 

g. menyiapkan kegiatan penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan 
Kerja dan Pemagangan berdasarkan peraturan perundang 
undangan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas lembaga 
dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan 
infrastruktur, tenaga pelatihan serta sarana dan prasarana 
Lembaga Pelatihan Kerja; 

1. menyusun konsep pengembangan kurikulum, metode pcngajaran, 
dan penjabaran dari garis besar pengajaran, serta mcnyiapkan 
materi ketrampilan/ pelatihan yang akan diajarkan sesuai dcngan 
kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan; 

J. menyiapkan bahan dan memfasililasi sertifikasi kornpetensi bagi 
pencari kerja dan tenaga kerja bcrupa up skilling clan re skilling 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi pemberian 
izin operasional lembaga-Iembaga pelatihan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan bahan 
akreditasi Lernbaga Pelatihan Kerja sesuai peraturan perundang- 
undangan; 

m. menyiapkan kegiatan penyusunan peningkatan kompctensi dan 
bimbingan kar ir bagi instruktur Lembaga Pclatihan Kerja 
Pemerintah maupun Swasta; 

n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pcmbentukan Lembaga Pelatihan 
Kerja yang terakreditasi dan uji kompetensi sesuai peraturan 
perundang-undangan; 



menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. 

sesuai 
untuk 

cl. menelaah clan mengkaji peraturan perundang-undangan 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 
melaksanakan kegiatan; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan Dan Produktivitas 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang te lah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanj ut: 

v. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

3.2. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan periritah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
efektif clan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal rnaupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

produktivitas 
perundang- 

menyiapkan kegiatan pembinaan teknis pengukuran 
kerja bagi pelaku produksi se suai peraturan 
undangan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kelernbagaan, Pelatihan 
Dan Produktivitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

s. 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Pelatihan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan 
agar mampu berkembang dan menyelenggarakan pelatihan yang 
berkualitas; 

p. mengoordinasikan clan memfasilitasi kegiatan pernagangan tenaga 
kerja yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta guna 
meningkatkan produktivitas dan keahlian kerja sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

q. menyiapkan kegiatan peningkatan dan pengembangan Lembaga 
Produktivitas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

r. menyiapkan sumber daya manusia, bahan, sarana dan prasarana, 
data, teknik dan metode pelatihan peningkatan produktivitas da n 
pengukuran produktivitas se suai perundang-undangan yang 
berlaku; 
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menyiapkan rencana, pengelolaan data , inforrnasi dan 
pengembangan sistem inforrnatika dalam pe nyusunan 
perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; 

t. 

Pra 
yang 

s. melaksanakan fasilitasi clan pelayanan Orientasi 
peemberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan 
berlaku; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, 
penempatan serta penyaluran tenaga kerja sesua: dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. meneliti dan memverifikasi dokumen Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI), penandatanganan perjanjian penempatan tenaga 
kerja Indonesia dan rekomendasi pembuatan paspor sesuai 
peraturan perundang undangan; 

h. rnenyiapkan bahan, sarana dan prasarana penyuluhan calon 
tenaga kerja serta pelayanan terhadap pencari kerja sesuai 
perudnang-undangan; 

i. melaksanakan pengawasan , pengendalian , penyediaan sumber 
daya perizinan secara terintegrasi dan rekomendasi rekruitrnen 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bagi Lembaga Penempatan 
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sesuai peraturan perundang 
undangan; 

J. menyiapkan bahan clan melaksanakan pembinaan dalarn rangka 
perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) baik dalam 
maupun luar negeri se suai dengan perundang-undangan; 

k. menyiapkan bahan rekomendaasi pelaksanaan bursa kerja yang 
dilaksanakan pemerintah maupun swasta serta memberikan 
pelayanan lnformasi Pasar Kerja (IPK) perusahaan, job fair /bursa 
kerja kepada pencari kerja; 

1. melaksanakan fasilitasi pe1ayanan Layanan Terpadu pada Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi terhadap 
substansi perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia 
ke luar negeri skala Daerah; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pernbinaan dan 
pemantauan penempatan tenaga kerja An tar Kerja Lokal (AKL), 
Antar Kerja Antar Daerah (AK.AD) dan Antar Kerja Antar Negara 
(AKAN); 

o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA 
yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah; 

p. melaksanakan pernantauan, pendataan dan pelaporan data 
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah 
Dae rah; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin 
pendirian lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah 
Menengah Atas/Kejuruan maupun Perguruan Tinggi dan 
rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja 
swa.sta di wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

r. melaksanakan koordinasi clan monitoring penernpatan tenaga 
kerja yang di]akukan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK); 
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3.3. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transrnigrasi 
mem punyai tug as : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksariaan tugas 
efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmoriisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup 
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui 
program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan 
pembinaan tenaga kerja mandiri, padat karya, penerapan 
teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela dan 
atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan 
kesempatan kerja; 

g. memfasilitasi pelaksanaan program Wira Usaha Baru melalui 
kegiatan pendampingan, pelatihan kewirausahaan , konsultasi, 
bimbingan teknis, penyediaan data atau informasi clan 
melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkaan Kapasitas pada 
wirausaha yang tidak berkernbang; 

u. melaksanakan penyediaan data, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan dalam penyusunan perencanaan tenaga 
kerja makro dan mikro; 

v. menyiapkan bahan clan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

w. melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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BUPATI KENDAL, Jk:je.:,.~j dengan aslinya 
Hukum 

r. rnclaksariakan pemantauan dan evaluasi pelaksariaan kcgiatan 
Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja da n Transrnigrasi 
dengan cara mengukur pencapaian program ke rja ) nng tdcth 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tinda k lanjut; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepacla pirnpiria n 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kcgiatun 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

penernpatan calon 
persetujuan dcngan 

p. menyiapkan bahan perumusan rencana 
transmigran sesuai dengan kesepakatan 
daerah tujuan 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Oper asional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Perluasan Kcsempatan 
Kerja dan Tran srnigrasi untuk peningkatan k ualita s pelayanan 
publik; 

h. melaksanakan penyuluhan dan pernbekalan kepada calon 
transrnigran sebelum diberangkatkan di daerah pcne mpatan; 

i. melaksanakan survey dan penjajakan calon lokasi transrnigran di 
daerah penempatan, termasuk di dalamnya cheking kesiapan 
rumah transmigrasi; 

J· melaksanakan bimbingan dan pe mbinaan terhadap t ransrnigran 
yang bermasalah baik di ternpat lokasi transmigran rnaupun 
transmigran yang kembali ke daerah asal; 

k. mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksa naan 
kegiatan pendataan, penyiapan, pembinaan, penempatan, 
pengawalan dan penanganan masalah transmigran; 

I. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan kondisi 
transmigran pasca penempatan di lokasi transmigrasi; 

m. menyiapkan bahan kerjasama/MoU dengan daerah penempatan 
transmigrasi serta mengecek atau survey lckasi dacrah 
penempatan; 

n. menyusun data base jumlah transmigran tingkat Daerah sccara 
berkala; 

o. me nyiapkan kelengkapan persyaratan pem berangakatan en Ion 
transmigran sesuai dengan ketentuan dan rnelaksanakan 
pendampingan pemberangkatan transmigran; 
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